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PERATURAN BUPATI TORA"'A UTARA

NOMOR46 TAHUN2OI9

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WA.'IB PAJAK
PADA PEI,AYANAN TERPADU SATU PITITU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORA"IA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun

2016 tentang Konfirrnasi Status Wajib Pqjak dalam

Pemberian layanan Publik tertentu di lingkungan

Pemerintah Daerah, perlu Peraturan

Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi

Stahrs Wajib Pajak pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

(kmbaran Negaxa Republik Indonesia Tahun 1983

Nomor 49, Tambahan Iembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah

beberapalali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2OO9 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Keempat

atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan meqjadi

Undang-Undang Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 62, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak

Penghasilan (kmbaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 1983 Nomor 5O, Tambahan I*mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2O08 tentang perubahan

keempa.t atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

tentang Pajak Penghasilan (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 133,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4893);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Baralg dan Jasa dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 32641 sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42

Tahun 2OO9 (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO9 Nomor 150, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5O69);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 67, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomot 472414

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang

Pembentukan Kabupaten Torqia Utara di Provinsi

Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OOa Nomor 1O1, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Pub[k (Irmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 126, Tambahan

kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Iembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia

Nomor 5O49);
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tcntang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Republik Indonesia Nomor 24

Tahun 2Ol8 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9O,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6215);

10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

11. Peraturan Presiden Nomor 9l Tahun 2OL7 tentang

Percepatan Pelaksanaan Berusaha (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahurr 2OLZ Nomor 2 I O);

12. Peraturan Menteri Nomor

147 IPMK.OSI2OLZ tentang Tata Cara Pendaftaran

Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan

Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O17 Nomor l5);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor lOO Tahun 2016 Tentang Pedoman

Nomenklatur Pelayanan terpadu satu pintu Provinsi

Dan Kabupaten/Kota Negara

Indonesia Tahun 2O16 Nomor 1906);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2016 tentang Konfirmasi Status Wajib pajak Dalam

Pemberian layanan Publik Tertentu di
Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Ddam Negeri Nomor 138 Tahun

Terpa.du
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Satu Pinhr Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL7 Nornor 1956);

16. Peraturan Badan Koordinasi Penanarnan Modal

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata

Cara Peiianart dan Fasilitas Penanaman Modal

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7

Nornor 1956);

17. Perahrran Daeratr Ihbupaten Toraja Utara Nomor 4

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangiat Daeratr (Lembaran Daerah Kabupaten

Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4' Tambahan

Irmbaral Daerah Kabupaten Toraja Utara

Nomor 61);

18. Perahrran Daeratr Kabupaten Toraja Utara Nomor 17

Tahun 2org tentang pedoman penyelenggaraan

Pelayanan Rrblik (Irmbaran Daeratr Kabupaten

Toraja Utara Tatrun 2013 Nomor L7 ' Tambahart

Lembaran Daeratr lhbupaten Toraja utara

Nomor 39);

19. Perattrran Bupati Tor4ia Utara Nomor 65 Tahun 2016

tentang Susunan Organisasi, Kedudukan' Tugas

Pokok, F\rngsi, Dan Rincian Tugas Serta Tata Kerja

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

satu Pinhr (Berita Daerah Kabupaten Toraja utara

Tahun 2A16 Nomor 66);

MEMT'TUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
KONFIRMASI STATUS WAJIB PA-IAK PADA PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal L

1. Daerah adalah Ikbupaten Torqia Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggarazrn urusan
pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Ratryat Deratr menurut asas otonomi seruas-

Menetapkan
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luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Daerah adalah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin

uruaan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Torqja Utara.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpa.du Satu
Pintu yang selanjutnya disingkat dengan DpMpTSp
adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu
satu pintu Kabupaten Toraja Utara.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas penanaman

dan Pelayanan Terpadu Satu pintu l(abupa.ten

Utsra.

7. IGntor

Modal

Toraja

yangPajak yang

disingkat KPP adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal
Pajak yang di bidang

kepada Masyarakat baik yang telah
terdaftar sebag+i Wajib pajak nraupun belum, di dafam
lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal pajak.

8. Kantor dan Konsultasi
Perpajakan yang selanjutnya disingkat Kp2Kp adalah
adalah unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak KementerianKeuangan, yang merupakan
kepanjangan tangan dari Kpp pratama.

9. lVajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang_undangan di
bidang perpajakan.

lO. Nomor Wajib pajak yang selanjutnya disingkat Np\Vp
adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib pqiak
untuk mempermudah administrasi perpqiakan yang

sebagq.i tanda pengenal
identitas Wqjib pajak dalam
kewajiban perpajakan.

diri atau

hak dan
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11. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang

disingfut KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan

publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status

Wajib Pajak.

12. Keterangan Status Wajib Pqiak adalah informasi Srang

diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka

Konfirmasi Status Wajib Pajak atas

Layanan Publik tertentu pada Perangkat Daerah

khusunya pada Pelayanan Perizinan.

11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang

atau pelaku usaha/kegiatan baik dalam

bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

12. Pelaku Usaha adalah

yang melakukan Usaha dan/atau
Kegiatan pada bidang tertentu.

13. Penyelenggaraan Felayanan Terpadu Satu pintu adalah
kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan
yang pnoses

atau Non

mulai dari tahap
sampai ke tahap terbitnya dokumen

dilakukan dalam satu tempat.

BAB II
MAKSUD DANTUJUAN

Bagran Kesatu
Maksud

Pasal 2
Maksud pelaksanaan KSWp adalah untuk
validitas NPWP dan kepatuhan pemenuhan kewajiban

Bagian Kedua
I\rjuan
Pasal 3

'I\.{uan Pelaksanaan KSWp adalah:
a. meningkatkan kuditas pelayanan publik;
b. memberikan akses yang lebih luas kepa.da masyarakat

untuk memperoleh pelayanan;



c. menJrusun data base Wajib P4iak dalam rangka

penggalian potensi pendapatan Daerah; dan

d. meningkatkan pendapatan Daerah dari penerimaan

Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan.

BAB III
STATUSIIIAJIB PA.TAK

Pasal 4

(1) KSWP dilaksanakan oleh DPMPTSP daLam

memberikan layanan publik.

(2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

rangka

dilaksanakan melalui:

a. sistem informasi pada DPMPTSP yang

dengan sistem informasi pa.da Direktorat Jenderal

Pajak; atau

b. aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat

Jenderal Pajak.

(3) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan Mekanisme KSlilP pada Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, sefuegaimana tercantum dalam

Lampiran dan bagian yang tidak
dari Peraturan ini.

Pasal 5

(1) Terhadap KSWP yang dilakukan oleh DPMPTSP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur
Jenderal Pajak dapat memberikan Status Valid atau

TidakValid.
(2) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status

valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

dalam hal Wajib Pqiak memenuhi ketentuan:

a. nama Ulajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data

dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pqiak;

dan

b. telah menyampa.ikan SPT Tahunan Pajak

Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun pajak terakhir yang

sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.
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(3) Dafam hal Wajib Pajak memperoleh keterangan status
yang memuat valid sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), layanan publik tertentu pada PISP dapat diberikan.

(4) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat l2l
diberikan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat

Status Tidal Valid.

Pasal 6
(1) Dalam hal konlirmasi Status Wajib pajak pTSp

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tidak dapat
dilalrukan, Wajib Pqiak dapa.t mengajukan permohonan

untuk mendapatkan keterangan Status Wajib pajak ke
KPP atau KP2KP.

(2) Terhadap Wajib Pajak yang menerima keterangan Status
Wajib Pajak yang memuat status Wajib pajak Tidak
Valid sebagaimana dimaksud dalam pasal S ayat (4),

lllqiib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk
mendapa.tkan Status Wajib pajak dapa.t ke Kpp atau
KP2KP dengan melampirkan keterangan Status Wajib
Pqjak yang Tidak Valid.

BAB IV
NOMOR POKOK \I'AJIB PA.'AK

Pasal 7

(1) Setiap Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undang
di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kpp
atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat
tinggal atau tempat kedudukan Wajib pajak dan kepada
Wajib Pajak diberikan Nomor pokok Wajib pajak;

(2) Pelaku usaha yang melakukan usaha dan/ atau
pekerjaan atau profesi di Daerah, wajib memiliki NpWp
yang dikeluarkan oleh Kpp.

po#*iroLu

Pasal 8
(1) Pembinaan pelaksanaan KSWp dilaksanakan oleh BKD

dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi.
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(2) Felaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada

a:rat (U dilakukan paling scdikit 1 (satu) kali dalam 1

(satu) tahun.

VI
PENtyruP

Pasal I
Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang

penempatannya dalam Berita Daerah I(abupaten Toraja

Utara.

Ditetapkan di Rantepa.o
pada tangal ?-oktobcr

TORA"'A LTTARA,
4

,,11

?

J {rl/l

pada tanggel
di Rantcoao
? olrtc:rd: ;it!

BERITA DAERAH KABUPATEN TORA.'A T'TARA TAI{I'N 2019 NOMOR 4J
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I,AMPIRAN
PERATURA}I BUPATI TORA"IA I,ITARA
NOMOR 45 TAHUN 2ALg TANGCIAL ? o}-"noffi:i 2Q19

TEI-,[TATi[G
TATA CARA PEI,AKSANAAII KONFIRIfiASI STATUS 1[IA.'IB PA.IAI( PADA

PEI,AYAI{AN TERPADU SATU PII$TU

MEI(AHISME KONFIRMASI STATUS WA'IB PA.IAK PANA

PEIAYAT,IAN TERPADU SAfi, PI!{TU

ft

r<rP,ITR(JNI'C}rrILE larsrPEMOHON

fer$aiuan
Petarohonart
Ferizinan

TIDAKVALID

(CehkerdPengar$ar

It[enerimaSurat
Paryaurrat KSWPke
rcP/KP2KP

Uengs*Validasi

NPWPBesuai

dengan|€rds

Buldil.aporan
KSWP

IvIen€dmaBukd
I"aporantr(SWP

tvlenerima Bukti
Validasi lap,oran

xs$rP

MmimaSurat

TORA"IA IJTARA,
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